
Kemenperin Gandeng JICA Dorong
Pertumbuhan Industri Otomotif

man pelaksanaan R&D&D agar 
dapat dimanfaatkan oleh lebih 
banyak badan usaha. “Sasaran 
partisipan project ini adalah 
industry yang tengah melakukan 
atau berminat mengembangkan 
teknologi,berinovasi dalam pros-
es desain,dan kegiatan R&D&D 
lainnya,” ujar Yamada.

Sedangkan project ketiga 
adalah pengembangan strategi 
ekspor yang dilaksanakan dalam 
bentuk penelitian-penelitian 
terkait struktur pasar, stan-
dar keamanan, keberterimaan 
produk, kapasitas produksi, 
regulasi,sistem pajak, dan prak-
tik bisnis industri otomotif  di 
Indonesia. Dari situ, akan dibuat 
suatu rumusan strategi ekspor 
terbaik yang dapat dilakukan 
dalam rangka pengembangan 
industi otomotif  nasional.

“Tim JICA juga menyampai-
kan output yang ditargetkan, de-
tail timeline per working group, 
serta stakeholder-stakeholder 
yang diharapkan berpartisipasi 
untuk menyukseskan program 
kerja sama antara Kementerian 
Perindustrian dan JICA ini,” 
tutur Yamada.

Kegiatan JCC Meeting juga 
dihadiri oleh perwakilan Duta 
Besar Jepang di Indonesia, per-
wakilan Nomura Research Insti-
tute (NRI), perwakilan kemente-
rian dan lembaga, sekolah vokasi, 
dan asosiasi-asosiasi kendaraan 
bermotor Indonesia. ● pan

JAKARTA (IM) - Kemente-
rian Perindustrian (Kemenperin) 
terus mendorong pertumbuhan 
industri otomotif  di Tanah Air. 
Salah satu langkah yang dilaku-
kan adalah dengan menggalang 
kerja sama dengan Japan Inter-
national Cooperation Agency 
(JICA). Diharapkan melalui kerja 
sama tersebut, hasil kajian-kajian 
di sektor otomotif  dari JICA 
dapat diterapkan di industri 
otomotif  Indonesia.

Kemenperin dan JICA akan 
melangsungkan ker ja sama 
dalam kerangka Program Pem-
bangunan Industri Otomotif  
2022-2025. “Kami sangat men-
gapresiasi kajian mendalam oleh 
JICA yang dibutuhkan oleh 
sektor otomotif,” ujar Direk-
tur Jenderal Industri Logam, 
Mesin, Alat Transportasi, dan 
Elektronika (Dirjen ILMATE) 
KemenperinTaufiek Bawazier 
di Jakarta, seperti dilansir dari la-
man Kemenperin, Sabtu (28/5).

Taufi ek menyampaikan, ter-
dapat tiga pilot project yang 
akan dilakukan sebagai imple-
mentasi dari program kerja 
sama tersebut. Ketiganya adalah 
program matchinghub, pro-
gram pendampingan R&D&D, 
serta program pengembangan 
strategi ekspor untuk industri 
otomotif  Indonesia. “Riset dan 
kajian adalah modal yang pent-
ing bagi penyusunan kebijakan 
pengembangan industri otomo-

tif. Kami sangat berterima kasih 
kepada JICA yang melaksanakan 
kajian-kajian untuk mengambil 
kebijakan yang terbaik,” ujarnya.

Dijelaskan Taufi ek, project 
tersebut berkaitan dengan ke-
bijakan pengembangan sektor 
otomotif  yang ditempuh pemer-
intah, misalnya Super Deduction 
Tax 300% bagi industri manufak-
tur yang berinvestasi dalam hal 
riset dan pengembangan (R&D).

Beberapa waktu lalu, Ke-
menperin menyelenggarakan ke-
giatan Joint Coordinating Com-
mittee (JCC) Meeting di Jakarta, 
sebagai kick-off  program kerja 
sama tersebut. Perwakilan JICA, 
Tomoyuki Yamada menyampai-
kan, bahwa tiga pilot project 
kerja sama Kemenperin-JICA 
akan dilakukan secara simultan 
dalam periode 2022-2025 oleh 
tiga working group.

 Project yang pertama adalah 
implementasi digitalisasi melalui 
matching hub badan usaha kom-
ponen dan system integrator 
yang bertujuan untuk menin-
gkatkan proses produksi dan 
manajemen pabrik pada industri 
otomotif  lokal.

Project kedua merupakan 
pendampingan research, devel-
opment, and design (R&D&D) 
untuk pemanfaatan insentif  
Super Deduction Tax ses-
uaiPMK 153/2020. Project 
ini akan dilaksanakan dalam 
bentuk pengembangan pedo-

JAKARTA (IM) - Menteri 
Perdagangan Muhammad Lutfi  
mengingatkan semua partisipan 
dalam salah satu panel diskusi 
yang disponsori Channel News 
Asia (CNA) dari Singapura bah-
wa Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP) 
benar- benar bisa menjadi solusi 
nyata bagi perekonomian dunia 
yang dilanda infl asi tinggi saat ini.

Kondisi tersebut diakibat-
kan khususnya oleh hambatan 
perdagangan dunia yang dise-
babkan proteksionisme dan 
perang dagang, serta tidak ber-
fungsinya Organisasi Perdagan-
gan Dunia (WTO) sebagaimana 
mestinya. “Ketika negara-negara 
yang sudah maju menerapkan 
standar ganda, WTO justru 
tidak berkutik,” kata  Lutfi  lewat 
keterangannya di Jakarta,  akhir 
pekan kemarin.

Dilansir dari Antara,  Lu-
tfi  mengatakan, tingginya harga 
komoditas dunia saat ini adalah 
peluang bagi para petani di neg-
ara-negara berkembang besar 
seperti Indonesia, India, Brazil 

dan  RRT untuk menikmati 
keuntungan lebih.

Menurut Lutfi , hal itu adalah 
ekuilibrium baru dalam perda-
gangan komoditas pangan dunia. 
“Jangan dirusak dengan meny-
alahkan salah satu negara misalnya 
China karena posisi dagang yang 
kurang menguntungkan. Ba-
haya kalau beberapa negara maju 
berkelompok untuk membena-
rkan standar ganda,” ujar Lutfi .

Hal yang dimaksud stan-
dar ganda oleh  Lutfi adalah 
negara-negara yang sudah maju 
menyalahkan dan mengganggu 
perdagangan bebas dunia, ketika 
mereka kurang diuntungkan 
posisi dagangnya terhadap suatu 
negara tertentu.

Padahal, dahulu ketika po-
sisi dagang mereka diuntungkan 
sehingga petani di Amerika 
Serikat, Eropa, dan Jepang mak-
mur, semua negara berkembang 
dipaksa membuka pasar mereka. 
“Harus ada kebersamaan dan 
kesetaraan kesempatan dalam 
perdagangan bebas dunia,” kata 
Lutfi . ● hen

RCEP Bisa Jadi Solusi
Infl asi Perekonomian Dunia
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BAZAR SEMBAKO 
MURAH KEMENTERIAN 

BUMN
Staf Khusus Menteri 
BUMN Arya Sinuling-
ga (kiri) mela yani 
warga yang menu-
karkan kupon belan-
ja paket sembako di 
arena bazar murah 
Kementerian BUMN 
di Alun-alun Serang, 
Banten, Sabtu (28/5). 
Kementerian BUMN 
bekerjasa dengan PT 
Permodalan Nasion-
al Madani (PNM) Per-
sero menyediakan 
4.000 paket semba-
ko murah terdiri dari 
5kg beras, 1kg gula 
dan 1 liter minyak 
goreng yang dijual 
seharga Rp65 ribu.

Jerman Ingin Jalin Kerja Sama
Suplai Batu Bara dari Indonesia
“Pada pertemuan tersebut disampai-
kan bahwa 50 persen dari suplai batu 
bara Jerman berasal dari Rusia, dan 
dengan perkembangan situasi saat ini 
Jerman ingin mengembangkan kerja 
sama suplai batu bara dari Indonesia,” 
kata Agung Pribadi.

perusahaan serupa di kawasan 
Eropa, termasuk memastikan 
ketersediaan fasilitas pelabu-
han, serta terms and condi-
tions untuk kontrak tersebut.

Kemente r i an  ESDM 
memproyeksikan Indonesia 
memiliki sumber daya batu 
bara sebanyak 91,6 miliar ton 
dengan cadangan mencapai 
31,7 miliar ton.

Pa d a  2 0 2 1  r e a l i s a s i 
produksi batu bara Indonesia 
mencapai 614 juta ton atau 
98,2 persen dari target 625 
juta ton. Sedangkan realisasi 
pemanfaatan batu bara domes-
tik tercatat sebanyak 133 juta 
ton atau 96,7 persen dari target 

137,5 juta ton.
Seper t i  d ike tahu i , 

efek perang Rusia versus 
Ukraina telah berdampak 
terhadap suplai energi di 
Eropa. Apalagi pemimpin 
Uni Eropa sepakat untuk 
menghapus semua impor 
batu bara dari Rusia.

Menurut Badan Energi 
Internasional, Rusia meru-
pakan pemasok batu bara 
terbesar bagi Eropa pada 
2021, di mana Jerman ter-
masuk yang tertinggi impor 
batu bara Rusia. Sekitar 
10 persen listrik Jerman 
dihasilkan dari pembakaran 
batu bara. ● dot

CEO HMS Bergbau AG, Lars 
Schernkau, bertempat di Hotel 
Palace Berlin, Jumat (27/5) 
waktu setempat.

“Pada pertemuan tersebut 
disampaikan bahwa 50 persen 
dari suplai batu bara Jerman 
berasal dari Rusia, dan dengan 
perkembangan situasi saat ini 
Jerman ingin mengembangkan 
kerja sama suplai batu bara 
dari Indonesia,” kata Agung 
dalam keterangan di Jakarta, 
seperti dilansir Antara, Minggu 
(29/5).

Dalam pertemuan itu, lan-
jut Agung, Menteri Arifin 
juga meminta VDKI juga bisa 
berkoordinasi dengan asosiasi 

JAKARTA (IM) - Kepala 
Biro Komunikasi Layanan In-
formasi Publik dan Kerja Sama 
Kementerian ESDM Agung 
Pribadi mengatakan Jerman 
mengungkapkan keinginan-

nya untuk menjalin kerja sama 
suplai batu bara dari Indonesia.

Menteri ESDM Arifi n Tas-
rif  telah bertemu dengan CEO 
Asosiasi Perusahaan Batubara 
di Jerman (VDKI) dan juga 

dan kegiatan juga dilakukan untuk 
meningkatkan kapasitas pemer-
intah daerah terutama dalam 
mengembangkan rencana penang-
gulangan bencana mereka sendiri.

“Kami juga memiliki beberapa 
program untuk meningkatkan 
kesadaran masyarakat akan risiko 
bencana dan meningkatkan kapa-
sitas mereka, tidak hanya di tingkat 
kabupaten tetapi juga di tingkat 
desa,” katanya.

Sebelumnya Indonesia juga 
telah membentuk Strategi Penda-
naan dan Asuransi Risiko Bencana 
atau Disaster Risk Financing and 
Insurance (DRFI) yang berisi cam-
puran instrumen yang memung-
kinkan pemerintah untuk me-
minimalkan risiko bencana seperti 
mengatur strategi pendanaan risiko 
bencana melalui APBN/APBD, 
maupun memindahkan risikonya 
kepada pihak ketiga melalui pen-
gasuransian aset pemerintah dan 
masyarakat. ● dro

total 195 negara. 
Kerangka Kerja Sendai meru-

pakan kesepakatan pertama yang 
dibuat pascaagenda pembangunan 
dunia 2015 yang fokus menggalang 
komitmen dan aksi global dalam 
mengurangi risiko bencana. Ke-
sepakatan itu berlaku sejak 2015 
dan diharapkan target-targetnya 
terpenuhi pada 2030.

Terlepas dari progres mayoritas 
anggota yang masih jauh dari selesai, 
Indonesia telah mencapai berbagai 
progres dalam tujuh tahun terakhir 
untuk penanganan risiko bencana 
“Kita telah menerbitkan berbagai 
bauran regulasi dan panduan teknis 
untuk penanggulangan risiko ben-
cana,” lanjut Febrio.

Pemerintah antara lain telah 
menerbitkan regulasi dan pan-
duan pembangunan rumah tahan 
gempa, integrasi pengurangan 
risiko dengan sistem perencanaan 
spasial, serta penguatan data.

Selain itu, berbagai program 

JAKARTA (IM) - Kepala 
Badan Kebijakan Fiskal Kemen-
terian Keuangan Febrio Kacaribu 
memperkuat kolaborasi inter-
nasional untuk penanggulangan 
bencana melalui kehadirannya 
dalam pertemuan ketujuh Global 
Platform for Disaster Risk Reduc-
tion (GPDRR) untuk mereview 
Kerangka Sendai.

“Kita masih perlu mening-
katkan kerja sama internasional, 
infrastruktur penting, dan target 
layanan. Untuk itu, kita perlu 
memperkuat kolaborasi melalui 
platform global ini untuk men-
capai target,” kata Febrio dalam 
sesi Midterm Review GPDDRG-
PDDR, sebagaimana dikutip dari 
keterangan resmi, Sabtu (28/5).

Setelah tujuh tahun berjalan, 
terdapat 133 negara yang belum 
memulai Kerangka Sendai, 54 
negara dalam progres, dua negara 
siap untuk proses validasi, dan 
enam negara telah divalidasi dari 

Kemenkeu Perkuat Kolaborasi Internasional untuk Penanggulangan Bencana


